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Abstrak
 

Notaris menjadi salah satu Pihak Pelapor Pemilik Manfaat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari

Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana

Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018). Tidak terdapat pengecualian Korporasi dalam Peraturan terkait,

dengan kata lain Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) termasuk

dalam salah satu bentuk Korporasi yang wajib melaporkan pemilik manfaatnya. Pada praktiknya, belum ada

pengaturan terkait tata cara khusus pelaporan Pemilik Manfaat dalam Persero dimana yang memenuhi

kriteria Pemilik Manfaat sesuai Perpres 13/2018 adalah Negara bukan orang perseorangan. Sedangkan yang

menjadi tujuan utama pelaporan pemilik manfaat dalam Perpres 13/2018 adalah orang perorangan. Untuk

menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian hukum normatif dan data sekunder yang

didapatkan diolah dan dianlisis secara kualitatif. Hasilnya adalah Notaris berperan sebagai pihak yang

menyampaikan pemilik manfaat kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Administrasi

Hukum Umum secara Online. Kewajiban untuk verifikasi, identifikasi dan penetapan Pemilik Manfaat tetap

menjadi kewajiban Persero terkait. Bagi Notaris yang memiliki klien Persero pada dasarnya dapat

melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku kuasa dari Negara sebagai Pemilik Manfaat Persero

atau pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham Persero sebagai pemilik manfaat. Hal

tersebut harus ditunjang dengan dokumen penunjukan resmi berikut hasil identifikasi, verifikasi dan

penetapan pemilik manfaat oleh Persero terkait dan persetujuan penunjukan sebagai pemilik manfaat yang

disetujui oleh pihak yang ditunjuk.

......Notary becomes one of the Beneficial Owner (BO) Reporting Parties as stated in Presidential Regulation

of the Republic of Indonesia Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing

Beneficial Owners of Corporations in the context of Prevention and Eradication of Money Laundering and

Terrorism Financing Crimes (Presidential Decree 13/2018). There are no exceptions of corporate form in the

regulations, in other words State Own Enterprises (SOE) are included in one form of corporations that

required to report their BO. In practice, there is no special procedures regulation for reporting Beneficial

Owners in SOE, which basically meet the criteria for BO as states in the regulation, not individuals but state.

Meanwhile, the main objective of BO in Presidential Decree 13/2018 is individuals. To answer these

problems, using normative legal research methods and obtaining, processed and analyzed the secondary data

obtained qualitatively. The result is the Notary acts as reporting parties of the BO to the Ministry of Law and

Human Rights through the online system of General Legal Administration. The obligation for verification,

identification and determination of BO remains in the SOE. For Notary who has a SOE’s client, they can

reporting the SOE’s Minister as the proxy of the State or another party appointed by the SOE’s General

Meetings Shareholders as the BO. This must be supported by an official appointment document along with
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the identification, verification and determination result of BO by the SOE and approval as the BO that

approved by the appointed party. 


